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Abstrak
Fenomena Tunangan dan Nikah Sirri di Desa Curah Kalak Jangkar Situbondo merupakan fenemona yang tergolong “baru” karena merupakan hasil kreasi dari masyarakat yang bersangkutan. Fenomena ini muncul ke permukaan dikarenakan kegelisahan sebagian kalangan dalam menyikapi tradisi Tunangan yang sebagian praktiknya bertentangan dengan aturan-aturan agama seperti berkumpul dan jalan bareng ketika hari raya besar Islam, dan lain sebagainya. Melalui praktik ini para pelaku di lapangan mencoba untuk mengkompromikan adat di satu sisi dengan aturan agama di sisi yang lain, hingga dicapai suatu jalan keluar yang bisa mengakomodir dari kedua kepentingan yang saling berseberangan itu. 
Penelitian ini bertujuan untuk: Mendeskripsikan pandangan fiqih terhadap praktik tunangan dan nikah sirri di Desa Curah Kalak Jangkar Situbondo dan konsekuensi tunangan dan nikah sirri di Desa Kalak Jangkar Situbondo.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulitatif deskriptif. Dengan jenis Studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan kondesasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, untuk mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi data sumber, metode, dan teori.
Kesimpulan dan hasil penelitian ini adalah: Pertama, Pandangan Fiqh terhadap praktik Tunangan dan nikah sirri di Desa Curah Kalak Jangkar Situbondo adalah boleh. Hukum ini dipilih demi menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan yang disepakati sebagai inti ajaran Ilahi. Sebagai catatan, kemaslahatan di sini masih bersifat sementara. Dalam arti, pengkonversian nikah sirri ke dalam pertunangan pada saat ini merupakan solusi terbaik guna menjauhkan para pelaku pertunangan dari kerusakan. Sebagaimana telah menjadi maklum, pernikahan sirri itu sendiri masih belum mendapatkan payung hukum dalam bingkai Negara Indonesia. Karenanya, jika di kemudian hari bermunculan solusi yang lebih baikmaka pengabaian terhadap pengkompromian pertunangan dengan nikah sirri bisa saja dilakukan. Kedua, Konsekuensi Tunangan dan nikah sirri di Desa Curah Kalak Jangkar Situbondo adalah berbanding lurus dengan konsekuensi pernikahan pada umumnya. Karena pada hakikatnya hubungan pertunangan tersebut telah melebur menjadi hubungan pernikahan an sich. Karenanya, segala aturan pernikahan mutlak harus dijalani, pun ketika hubungan tersebut menemui kendala di tengah jalan maka aturan pernikahan itulah yang harus dipedomani, bukan dengan merujuk kepada kode etik pertunangan yang beredar luas di komunitas tertentu.
.
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Pendahuluan
Pernikahan dalam Islam diposisikan sebagai satu hal yang bersifat sakral, yang di dalamnya mengandung nilai-nilai vertikal maupun horizontal. Hal ini merupakan upaya untuk menciptakan kehidupan manusia yang beradab dan jauh dari praktek kebinatangan. Oleh sebab itu, diaturlah naluri yang ada pada manusia dengan sebuah undang-undang atau prinsip-prinsip yang bisa menjaga kesucian dan kebersihan kemanusiaan itu. Menurut Islam, keluarga harus terbentuk melalui pernikahan yang sah, hingga ketika ada sejoli yang hidup bersama tanpa melalui pernikahan yang sah, demikian ini dianggap sebuah pelanggaran terhadap tatanan norma-norma kemanusiaan dan keagamaan. Sebagian dari legalitas al-Qur'an dalam memberikan sebuah lembaga pernikahan di antarnya adalah ayat:
وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةًوَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : 21)
Artinya: “Dan di antara kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. al-Rum:21). [footnoteRef:1] [1:  Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 407] 


Pernikahan adalah peristiwa besar dalam kehidupan manusia. Sesuatu yang sebelumnya haram, dengan sarana pernikahan berubah drastis menjadi halal. Implikasinya pun besar dan beragam. Pernikahan adalah sarana awal mewujudkan sebuah tatanan masyarakat, karena keluarga adalah pilar penyokong kehidupan masyarakat. Jika unit-unit keluarga baik dan berkualitas. Bisa dipastikan bangunan masyarakat yang diwujudkannya akan kokoh dan baik. Oleh karena itu, Rasulllah saw melalui sabdanya sangat menganjurkan untuk menikah: 
 “
عن انس رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم َحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ... فَقَالَ :" لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّساءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي" (متفق عليه)
Artinya: “Dari Anas bin Malik ra berkata: “sesungguhnya Rasulullah saw adalah seseorang yang selalu memuji kepada Allah di setiap tarikan nafas beliau.”...... Kemudian nabi bersabda: Akan tetapi di samping aku mengerjakan shalat, berpuasa dan berbuka. Aku juga menikah dengan perempuan. Barangsiapa  yang benci terhadap sunnahku maka ia tidak termasuk dari golonganku.” (HR. Bukhari Muslim). [footnoteRef:2] [2:  Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani al-Shan’ani, Subulu al-Salam Syarh Bulugu al-Maram min Jam’i Adillati al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), 112] 


Dalam kerangka pernikahan, khitbah (pertunangan) merupakan fase ketiga dari proses menuju gerbang pernikahan. Fase pertama adalah fase tafkir. Yakni tahapan berpikir untuk menentukan apakah dirinya sudah layak untuk melangsungkan pernikahan atau belum. Fase kedua adalah fase tashmim, fase pemantapan. Pada fase ini, seseorang telah yakin bahwa dirinya telah layak untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana dianjurkan oleh agama, dengan berbagai kriteria yang telah dipatok. Selanjutnya, ia melangkah ke fase khitbah (pertunangan) yang dalam bahasa penelitian biasa disebut dengan observasi.
Secara fiqih, khitbah adalah ungkapan rasa senang (cinta) yang disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Lelaki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam hal ini. Lelaki dibolehkan untuk meng-khitbah kepada perempuan, dan perempuan pun berhak untuk meng-khitbah laki-laki.
Dalam tataran teknis, khitbah (pertunangan) dapat dilakukan secara langsung oleh khatib (calon pengantin), dengan melihat wajah dan telapak tangannya. Dengan melihat wajah, idealnya seluruh karakter seseorang akan terpotret. Dan dengan melalui alat bantu telapak tangan, kemolekan tubuh bisa dibaca. Jika target ideal ini tidak bisa tercapai, maka khitbah dapat dilakukan secara tidak langsung. Dalam hal ini, khatib mengutus seseorang untuk mengetahui “rahasia” makhtubah (pihak yang akan dipinang).[footnoteRef:3] Upacara khitbah dinyatakan sempurna, jika sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Sejak saat itu, kedua calon mempelai “tertutup” dari pinangan orang lain. Inilah yang sering disebut dengan konsekwensi khitbah. Nabi bersabda: [3:  Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Fathu al-Mu’in (Surabaya: al-Hidayah), 98. ] 

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ  عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ 
حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ  أَوْ يَأْذَنَ لَهُ . متفق عليه
Artinya “Janganlah di antara kamu sekalian meminang di atas pinangan saudaranya hingga peminang pertama memutusnya atau peminang pertama telah memberi izin.[footnoteRef:4] [4:  Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Fathu al-Mu’in,,, 253-254] 


Di banyak komunitas sosial, ada pergeseran sikap masyarakat dalam memandang hubungan laki-laki dan perempuan ketika sebelum dan sesudah tunangan. Kalau sebelum tunangan, sebagian masyarakat tidak terima dan bahkan mengecam dua lawan jenis yang kumpul dan jalan bareng. Tetapi, setelah status tunangan dikantongi oleh pasangan tadi, masyarakat lebih longgar, permisif dan bahkan mempersilahkan mereka untuk berkumpul, berduaan dan jalan bareng. Bahkan lebih jauh, ada sebagian masyarakat yang mempergunjingkan mereka yang sudah terikat dalam pertunagan tetapi tetap bertahan untuk tidak mau kumpul dan jalan bareng. Apalagi, jika itu dilakukan pada peristiwa hari-hari besar keagamaan, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan lain sebagainya. Pola hubungan dan sikap masyarakat ini akhirnya menjadi mainstream yang selanjutnya menjadi adat yang dilakukan oleh banyak orang.
Fenomena ini sudah sedemikian mengkristal di sebagian masyarakat tertentu. Ia telah menjadi kenyataan sosial yang telah baku dan tak bisa ditolak. Berupaya untuk menghilangkan budaya ini sama sekali lenyap dari permukaan bagai berteriak di tengah hamparan padang pasir yang sangat luas. Sementara di sisi lain, fiqih dengan segala aturannya mengkategorikan praktek tersebut ke dalam perbuatan yang dilarang, karena melibatkan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Hal ini berimplikasi bahwa praktek tersebut harus dijauhi.
Menyikapi dua arus pertentangan besar antara adat yang terus bergulir di satu sisi dan hukum agama di sisi lain. Sebagian masyarakat mencoba untuk mencari jalan tengah dari kedua pertentangan ini. Hingga nantinya akan memunculkan jalan keluar yang bisa mengakomodir kedua kepentingan tersebut. Yang akan berkibat adat yang mereka jalani selama ini tidak lagi bertabrakan secara diametral dengan norma-norma agama.
Dari adanya upaya pengkompromian ini sudah jamak di suatu komunitas tertentu, seseorang yang sudah bertunangan biasanya dikemas dengan pernikahan sirri perspektif Negara Indonesia. Alasan yang mereka kemukakan adalah supaya praktek-praktek yang selama ini bertabrakan dengan aturan agama teratasi. Seperti jalan bareng ketika hari raya besar Islam, berkhalwat, dan lain sebagainya. 
Praktek ini mendapat sambutan yang sangat luar biasa terutama dari kalangan santri. Kelompok ini seakan-akan mendapat angin segar untuk saling berinteraksi dengan pasangan masing-masing tanpa disibukkan dengan larangan agama yang membelenggu selama praktek pertunangan tersebut belum dikemas dengan pernikahan sirri. Tidak mengherankan kalau di berbagai daerah dijumpai beberapa pasangan yang melangsungkan praktek pertunangan masing-masing dikemas dengan pernikahan sirri. 
Fenomena ini sudah tidak asing lagi, tak terkecuali di Desa Curah Kalak Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo. Sebuah daerah yang berbatasan dengan Desa Palangan di sebelah utara. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Pesanggrahan, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sopet, dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Mojosari. Di desa ini pertunangan yang dikemas dengan pernikahan sirri seakan-akan menemukan tempat persemayamannya. Praktek ini seakan-akan menjadi keharusan untuk dijalani sebelum masing-masing pasangan melangkah ke jenjang pernikahan yang sesungguhnya. Berdasarkan pendahuan di atas, tujuan penelitian ini adalah:
Tujuan
1. Mendeskripsikan pandangan fiqih terhadap praktik tunangan dan nikah sirri di Desa Curah Kalak Jangkar Situbondo 
2. Mendekripsikan konsekuensi tunangan dan nikah sirri di Desa Curah Kalak Jangkar Situbondo.
Metode Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulitatif deskriptif. Dengan jenis Studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan kondesasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, untuk mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi data sumber, metode, dan teori.
Pembahasan
Konsep Khitbah
Pengertian Khitbah
Secara etimologi kata khitbah merupakan bentuk masdar yang terambil dari akar kata khataba yakhtubu khitbah yang bermakna pinangan atau lamaran.[footnoteRef:5] Dalam term fiqih khitbah diartikan sebagai permohonan untuk menikah yang diajukan oleh khatib (pihak peminang) kepada makhtubah (pihak yang dipinang).[footnoteRef:6] Sayyid Muhammad Syatho juga sealur dengan Zakaria al-Anshori dalam mendefinisikan khitbah. Menurut beliau, khitbah adalah pengajuan nikah dari pihak khatib (peminang) kepada makhtubah (pihak yang dipinang).[footnoteRef:7] Pada intinya khitbah adalah permohonan resmi yang disampaikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan maksud yang jelas yaitu untuk menikahinya.  [5:  Ahmad Warson Munawir, Al-Munawwir. (Surabaya: Pustaka Progressif), 348-349]  [6:  Abi Zakaria al-Anshari, Fathu al-Wahhab Bisyarhi Minhaji al-Thullab, Indonesia (Dar al-Kutub al-‘Arabiyah), 33]  [7:  Sayyid Muhammad Syatho al-Dimyathi al-Mishri, Hasyiyah I’anatu al-Thalibin (Surabaya: Nurul Hidayah), 267.] 

Macam-macam Khitbah
Secara umum khitbah terbagi menjadi dua bagian. Pertama, khitbah tashrih. Yaitu khitbah yang bersifat tegas dan jelas. Kedua, khitbah ta’ridh. Yakni khitbah yang tidak tegas atau bersifat sindiran.
1. Khitbah tashrih adalah sebuah ungkapan yang betul-betul memastikan akan adanya keinginan untuk menikah, tanpa ada kemungkinan makna lain. Contohnya: “Saya ingin menikah denganmu,” atau “Jika masa ‘iddahmu berakhir, aku akan mengawinimu.” Khitbah jenis ini tidak boleh dialamatkan kepada sembarang wanita, khitbah jenis ini boleh diajukan hanya kepada wanita tertentu saja, di antaranya: (a) Wanita yang belum bersuami, (b) Wanita yang tidak sedang menjalani masa ‘iddah, dan (b) Wanita yang belum dikhitbah oleh lelaki lain. Syekh Abi Zakaria al-Ansori mensinyalir dalam Fathu al-Wahhab bahwa meminang wanita yang sudah bersuami diharamkan menurut ijma’ ulama’. Baik khitbahnya bersifat tegas dan jelas atau khitbah yang bersifat sindiran.[footnoteRef:8] [8:  Sayyid Muhammad Syatho al-Dimyathi al-Mishri, Hasyiyah I’anatu al-Thalibin, 33] 

2. Khitbah ta’ridh adalah sebuah ungkapan yang mempunyai berbagai kemungkinan, di satu sisi ia memungkinkan diartikan bahwa si pengucap ingin mengajak objeknya ke jenjang pernikahan, namun di sisi yang lain ia dimungkinkan untuk maksud yang lain. Contohnya adalah ungkapan: “Betapa beruntungnya lelaki yang bisa memilikimu seutuhnya,” dan “Jika masa ‘iddahmu sudah berakhir, beritahu aku ya.” Atau sejenis ungkapan: “Banyak sekali lho lelaki yang mengagumimu.”[footnoteRef:9] [9:  Muhammad bin Qasim al-Ghazi, Fathu al-Qarib (Surabaya: al-Hidayah), 44] 

Karena khitbah ini bersifat sindiran yang cakupannya tentu lebih luas dari khitbah jenis pertama, maka ruang tembak khitbah jenis ini kapasitasnya pun melampaui khitbah jenis pertama, di antaranya: (a) Wanita yang belum bersuami, (b) Wainta yang tidak sedang menjalani masa ‘iddah, (c) Wanita yang belum dikhitbah oleh lelaki lain, dan (d) Wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah selain talak raj’iy. [footnoteRef:10] Hal ini didasarkan pada firman Allah: [10:  Muhammad bin Qasim al-Ghazi, Fathu al-Qarib, (Surabaya: al-Hidayah), 33 ] 

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء
Artinya “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran”. [footnoteRef:11] (QS. Al-Baqarah: 235) [11:  Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, 57] 

Namun perlu diperhatikan bahwa kebolehan khitbah yang bersifat sindiran ini di samping hanya bisa dialamatkan kepada kelompok-kelompok wanita di atas. Ungkapannya pun harus bersifat sindiran, tidak boleh menggunakan ungkapan yang bersifat jelas, lugas, dan tegas. Kategorisasi jenis-jenis khitbah tersebut akan berlaku sama terhadap status hukum yang akan dikantongi oleh pihak yang dipinang secara bersamaan. Dalam arti kalau ia termasuk wanita yang boleh dipinang secara tegas dan lugas, maka ia pun berhak menjawab pinangan itu dengan tegas dan lugas pula. Dan kalau ia termasuk wanita yang hanya boleh dipinang dengan cara sindiran, cara menjawabnya pun harus dengan sindiran.
Dampak Hukum Khitbah
Ada beberapa dampak hukum yang harus diperhatikan ketika khitbah sudah terlaksana, di antaranya:
1. Larangan meminang di atas pinangan orang lain
Yang dimaksud dari larangan ini adalah wanita yang telah dipinang seorang lelaki dan ia menerimanya, ia tidak diperbolehkan dipinang oleh pihak lain –pihak kedua dan seterusnya. Larangan ini didasarkan atas sebuah hadis:
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ  عَلَى خِطْبَةِ
 أَخِيهِ  حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ  أَوْ يَأْذَنَ لَهُ . متفق عليه

Artinya “Janganlah di antara kamu sekalian meminang di atas pinangan saudaranya hingga peminang pertama memutusnya atau peminang pertama telah memberi izin.[footnoteRef:12] [12:  Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani al-Shan’ani, Subulu al-Salam Syarh Bulugu al-Maram min Jam’i Adillati al-Ahkam, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), 112] 


Namun, larangan khitbah atas pihak kedua ini tidak berlaku secara umum. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya:
a) Pinangan yang diajukan pihak pertama itu telah diterima dengan tegas dan lugas. Karenanya, kelau penerimaannya masih bersifat sindiran maka pinangan dari pihak kedua mutlak tidak dilarang.
b) Pihak kedua tidak mengetahui terhadap pinangan yang dilakukan oleh pihak pertama walaupun pinangan itu telah diterima dengan jelas dan tegas.
c) Pihak kedua telah mengetahui terhadap adanya pinangan dari pihak pertama, namun ia belum mengetahui secara pasti bahwa pinangan dari pihak pertama itu telah diterima.
d) Pihak kedua telah mengetahui terhadap adanya penerimaan atas pinangan pihak pertama, namun ia tidak mengetahui bahwa penerimaannya itu bersifat tegas apa tidak tegas.
e) Pihak kedua mengetahui terhadap pinangan pihak pertama dan telah diterima dengan tegas, namun ia tidak mengetahui bahwa hukum meminang wanita tersebut adalah haram.
f) Di satu sisi pihak kedua telah mengetahui terhadap pinangan pihak pertama dan pinangan itu telah diterima dengan tegas, namun di sisi lain pihak kedua juga mengetahui secara pasti bahwa pihak pertama sudah berpaling dari pinangannya itu.
g) Status pinangan dari pihak pertama itu termasuk kategori pinangan yang diharamkan. Seperti pinangan itu berlangsung ketika makhtubah sedang menjalani masa iddah dari mantan suaminya.[footnoteRef:13] [13:  Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani al-Shan’ani, Subulu al-Salam Syarh Bulugu al-Maram min Jam’i Adillati al-Ahkam,,,.  33] 

2. Hukum ajnabiyah masih melekat pada makhtubah
Dampak hukum dari khitbah hanyalah berfungsi sebagai “tanda ikatan” bagi si perempuan untuk tidak dipinang laki-laki lain. Bukan “tanda halal.” Ia masih orang lain (ajnabiyah). Semua hukum ajnabiyah berlaku bagi makhtubah. Seperti larangan berkhalwat (berduaan tanpa ada pihak ketiga yang menemani), berpegangan, berpelukan, apalagi lebih jauh dari hal tersebut.
Zainuddin al-Malibari berpendapat. Dalam konteks khitbah, pihak khatib (peminang) memang diperbolehkan untuk melihat wajah dan telapak tangan makhtubah. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menjadi bekal bagi khatib di dalam memilih calon pasangannya, baik dari aspek kecantikannya maupun kesuburan badannya. Namun perlu diperhatikan, kebolehan ini hanya sebatas memandang. Kalau ia (khatib) menginginkan lebih seperti menyentuh, maka hal ini mutlak dilarang.[footnoteRef:14] [14:  Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Fathu al-Mu’in, (Surabaya: al-Hidayah), 98] 

Konsep Nikah Sirri
Pengertian Nikah Sirri
Nikah secara etimologi bermakna mengumpulkan atau menggabungkan, dan nikah juga bermakna berkumpul dari sisi ini. Atau ia juga bisa bermakna wathi’. Sedangkan arti nikah secara terminologi adalah suatu akad yang mencakup atas rukun-rukun dan syarat-syarat.[footnoteRef:15] [15:  Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Fathu al-Mu’in,,,. 41] 

Namun definisi ini dinilai terlalu umum oleh sebagian kalangan. Al-Bajuri misalnya mendefinisikan nikah sebagai akad yang di dalamnya mengandung kebolehan wathi’ (hubungan badan antara suami-istri) dengan menggunakan lafad inkah atau tazwij, atau dengan menggunakan lafad lain yang serupa dengan keduanya. Atau lebih jauh dengan menggunakan terjemah dari lafad-lafad tersebut.[footnoteRef:16] [16:  Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri ‘ala ibn Qosim al-Ghazi (Dar al-Kutub al-Islam), 91] 

Definisi yang digelindingkan oleh al-Bajuri ini banyak dianut oleh para pakar hukum Islam yang lain semisal Abi Zakaria al-Anshori, beliau mendefinisikan nikah seperti pendefinisian al-Bajuri di atas.[footnoteRef:17] Pun begitu juga dengan pendefinisian nikah yang dirangkai oleh Zainuddin al-Malibari sama persis dengan definisi kedua tokoh tersebut.[footnoteRef:18] [17:  Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri ‘ala ibn Qosim al-Ghazi,,,..30]  [18:  Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri ‘ala ibn Qosim al-Ghazi,,,. 97] 

Sedangkan Nikah Sirri dalam bahasa Arab disebut dengan nikah sirri secara bahasa berarti menikah secara sembunyi-sembunyi atau secara rahasia. Kata sirri dalam bahasa Arab berasal dari kata sirrun yang berarti rahasia.[footnoteRef:19] Menurut arti terminologi nikah sirri setidaknya mempunyai dua pengertian, yaitu:  [19:  Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri ‘ala ibn Qosim al-Ghazi,,,. 569] 

1. Pengertian yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh, sebagaimana yang ditulis oleh Syaikh Mahmud Syaltut, ada dua bentuk nikah sirri yaitu: 
a. Akad pernikahan yang dilakukan tanpa saksi, tanpa publikasi dan tanpa pencatatan. Para ahli fiqh bersepakat melarang nikah sirri semacam ini.
b. Akad pernikahan yang dihadiri oleh para saksi, tetapi mereka diharuskan untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai sahnya nikah sirri seperti ini, sebagian ulama seperti Hanafiyah dan Syafi‟iyah berpendapat bahwa pesan agar saksi merahasiakan terjadinya pernikahan tidak berpengaruh terhadap sahnya akad nikah sebab adanya saksi telah menjadikan nikah tersebut tidak sirri lagi (menjadi nikah ‘alaniyah). Sebagian ulama yang lain seperti kalangan Malikiyah dan ulama yang sependapat dengannya, berpendapat bahwa adanya pesan untuk merahasiakan pernikahan telah mencabut kesaksian dari ruh dan tujuan disyariatkannya, yaitu publikasi (i’lan) oleh karena itu maka pernikahan tersebut tidak sah. Sedangkan menurut HaNabilah hukum nikah sirri semacam ini adalah makruh.[footnoteRef:20] [20:  Muhammad Sahnun bin Said al-Tanukhi, al-Mudawwanah al-Kubra, ( Beirut: Dar al-Sadr, 2000),  192-194] 

2. Pengertian nikah sirri yang berkembang di kalangan umat Islam Indonesia pada umumnya, yaitu pernikahan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang terdapat dalam syariat Islam, tetapi tanpa melalui Pegawai Pencatat Nikah sehingga pernikahan tersebut tidak dicatat dalam Akta Perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengertian yang kedua yaitu bahwa pernikahan sirri adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang terdapat dalam syariat Islam, tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga pernikahan tersebut tidak memiliki bukti otentik Akta Perkawinan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
Hukum Pernikahan
Para ulama bersepakat bahwa pernikahan itu sangat dianjurkan bagi segenap kaum muslimin, anjuran ini mencakup kepada golongan pemuda sekalipun. Namun mereka berselisih pendapat tentang hukum pernikahan itu sendiri. Dalam masalah ini para pakar hukum Islam terbelah menjadi beberapa golongan. Di antaranya:
1. Abu Dawud dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa hukum pernikahan itu wajib.
2. Ibnu Hazm berpendapat bahwa hukum pernikahan itu wajib bagi seseorang yang sudah sangat kebelet untuk wathi’ (berhubungan badan antara lelaki-wanita). Ibnu Hazm menyandarkan pendapatnya ini kepada segolongan Ulama’ Salaf.
3. Menurut jumhur (mayoritas) ulama bahwa hukum pernikahan itu sunat. Kelompok ini berdalih dengan menggunakan firman Allah:
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ 
Artinya: “maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki”. [footnoteRef:21] (QS. An-Nisa’: 3) [21:  Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, 115] 

4. Lain halnya dengan Ibnu Daqiq, beliau berpendapat: Menurut para pakar hukum Islam (fuqoha’), hukum pernikahan itu terbagi menjadi lima bagian. Di antaranya: (a) Wajib: Hukum ini berlaku bagi seseorang yang telah mampu secara jasmani, rohani dan materi untuk melangsungkan pernikahan, sedangkan dorongan seksual telah mencapai puncak untuk segera disalurkan, dan apabila tidak sangat mungkin ia akan terjerembab ke dalam lembah perzinahan, (b) Haram: Hukum ini berlaku bagi seseorang yang sangat berpotensi untuk tidak memenuhi hak-haknya sebagai suami di dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada pasangannya, (c) Makruh: Bagi seseorang yang secara jasmani dan rohani sudah cukup matang, tetapi secara materi belum mampu mencukupi kebutuhan keluarganya, (d) Sunat: Bagi seseorang yang telah mampu secara jasmani, rohani, dan materi. Dalam arti ia sangat ingin wathi’ dan mempunyai segala pembiayaan untuk melangsungkan pernikahan seperti maskawin dan nafkah untuk pasangannya, dan (e) Mubah: Bagi seseorang yang tidak mempunyai faktor pendorong (al-dawafi’)  untuk menikah atau tidak mempunyai faktor yang melarang (al-mawani’).[footnoteRef:22] [22:  Abi Abdillah Abdi al-Salam Alawwasy, Ibanatu al-Ahkam (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 245-246] 

Rukun-rukun dan syarat-syarat Nikah
Rukun-rukun yang harus  dipenuhi dalam sahnya suatu pernikahan itu ada lima. Pertama, calon suami: Ia tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon istri, baik mahram nasab, radla’ (susuan), ataupun mahram mushaharah (kekeluargaan melalui perkawinan). Karenanya, apabila calon suami mempunyai pertalian mahram dengan calon istri maka akad perkawinannya mutlak dilarang. .[footnoteRef:23] Kedua, calon istri: Ia tidak berstatus istri dari lelaki lain dan ia juga tidak sedang menjalani masa iddah, Ia tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon suami, dan calon istri sudah ditentukan. Karenanya, perkataan wali: “Aku nikahkan kamu dengan salah satu dari anak perempuanku” itu tidak sah. Karena dalam akad tersebut tidak ada kejelasan dengan siapakah calon suami itu dinikahkan.[footnoteRef:24] Ketiga, wali: Wali adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuannya dengan seorang lelaki. Keempat, Dua saksi syaratnya:  Hal ini memerlukan beberapa syarat, di antaranya: Berjenis kelamin laki-laki, Merdeka, dan Bersifat adil dalam arti luas. Kelima, Ijab Qabul: Ijab adalah lafad (kata-kata) penyerahan (tanggung jawab menjaga, memelihara mempelai wanita) yang disampaikan wali kepada mempelai laki-laki. Qabul adalah lafad (kata-kata) penerimaan (kesanggupan mempelai laki-laki menerima tanggung jawab menjaga, memelihara mempelai wanita sebagai istri) yang telah diserahkan sepenuhnya oleh wali kepadannya. [23:  Abi Abdillah Abdi al-Salam Alawwasy, Ibanatu al-Ahkam,,,. 101	]  [24:  Abi Abdillah Abdi al-Salam Alawwasy, Ibanatu al-Ahkam,,,. 34] 


Konsep Talak
Pengertian Talak
Ditinjau dari segi bahasa kata talak bermakna melepaskan sebuah ikatan. Sedangkan menurut istilah syara’ kata talak bermakna terlepasnya ikatan pernikahan dengan mengucapkan kata-kata talak atau yang semisal dengannya yang mengandung makna talak.[footnoteRef:25] [25:  Abi Abdillah Abdi al-Salam Alawwasy, Ibanatu al-Ahkam,,,.  47] 

Rukun-rukun talak
Secara umum rukun-rukun talak itu ada empat: Pertama, suami (yang mentalak). Kedua, istri (yang ditalak). Ketiga, shigat talak. Keempat, secara sengaja ingin melakukan talak.
1) Suami: Talak yang dijatuhkan suami dianggap sah apabila ia dalam kondisi mukallaf (baligh dan berakal). Karenanya, talak yang dijatuhkan oleh anak kecil dan orang gila dianggap tidak memenuhi syarat. Namun talak yang dijatuhkan oleh seorang suami yang sedang mabuk – disebabkan melanggar perintah agama – dianggap sah. Hal ini semata-mata sebagai sanksi atas pelanggaran yang ia lakukan. Pun juga talak yang dijatuhkan suami harus didasarkan atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Karenanya, talak yang dijatuhkan karena keterpaksaan itu dihukumi tidak sah.
2) Istri: Jika ia masih dalam ikatan pernikahan yang sah, walaupun ia sedang menjalani masa iddah raj’iy.
3) Sighat talak: Baik secara sharih (jelas), misalnya: “Engkau aku talak.” Atau dengan kinayah (sindiran), misalnya: “Aku pulangkan engkau ke rumah orang tuamu.” Jika hal ini disertai dengan niat. Talak yang berbentuk tulisan dari seseorang yang bisa berbicara atau orang yang bisu itu termasuk dalam kategori kinayah.
4) Adanya unsur kesengajaan: Talak dinilai sah apabila suami secara sadar sengaja mengucapkan talaknya. Karenanya, kesalahan dalam ucapan dianggap tidak memenuhi syarat yang berakibat talaknya tidak memenuhi syarat.Talak bisa juga diwakilkan kepada orang lain yang telah memenuhi syarat dalam masalah perwakilan. Artinya suami bisa saja mengangkat seorang wakil untuk mentalak istrinya dan talak yang diucapkan atau dijatuhkan oleh wakil itu sah.



Macam-macam Talak 
Ditinjau dari segi kebolehan rujuk atau tidaknya, talak terbagi menjadi dua bagian:
1. Talak raj’iy: Adalah talak yang dijatuhkan oleh suami pada hitungan pertama atau kedua. Dalam talak ini suami masih berkesempatan untuk rujuk (kembali) kepada istrinya selama masa iddahnya belum habis. Dan apabilas suami rujuk maka ia tidak memerlukan pembaharuan akad nikah, dan tidak pula memerlukan mahar dan saksi.
2. Talak bain: Adalah talak yang dijatuhkan suami untuk ketiga kalinya. Atau talak yang dijatuhkan pertama kali namun langsung diucapkan tiga kali sekaligus. Dalam talak ini suami tidak bisa kembali lagi kepada istri sebelum si istri kawin lagi dengan lelaki lain dan ia telah dicerai dengan suami barunya itu, dan “madu”nya telah pula dirasakan.[footnoteRef:26] Sebagaimana sabda Nabi saw: [26:  Abi Abdillah Abdi al-Salam Alawwasy, Ibanatu al-Ahkam,,,.. 48 ] 

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِىُّ صلى
 الله عليه وسلم  أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ :« لاَ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ »
Artinya: Dari aisyah ra, ia berkata: “Seorang suami mentalak istrinya sebanyak tiga kali. Kemudian sang istri kawin lagi dengan laki-laki lain, kemudian suami barunya itu mentalaknya sebelum ia mengumpuli istrinya itu. Kemudian suami pertama berkeinginan untuk kawin dengan mantan istrinya itu. Kemudian sahabat menanyakan persoalan ini kepada Nabi.” Nabi bersabda: “(Hal itu) tidak dibolehkan, hingga suami barunya itu telah merasakan “madu” dari wanita itu sama halnya seperti yang telah dirasakan oleh suami pertama.”[footnoteRef:27]  [27:  Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Bulughu al-Maram min Adillati al-Ahkam, (Surabaya: Dar al-‘Ilmi), 208] 


Ditinjau dari sisi istri, talak terbagi menjadi tiga bagian, di antaranya:
1) Talak sunat, yaitu talak yang dijatuhkan suami di saat istri dalam keadaan suci (tidak sedang haid) dan belum dicampuri (jima’).
2) Talak bid’ah, yaitu talak yang dijatuhkan suami di saat istri sedang menjalani masa haid, atau di saat suci namun sebelumnya sudah dicampuri. Talak bid’ah merupakan talak yang terlarang, semampu mungkin untuk dihindari. Namun kalau terpaksa dilakukan maka talak itu tetap sah.
3) Talak yang bukan sunat dan bukan pula bid’ah. Talak ini hanya beredar pada wanita-wanita tertentu saja, di antaranya: (a) Istri yang masih kecil (belum baligh), (b) Istri yang sudah berhenti masa haidnya (menopause), (c) Istri yang sedang hamil. Dan (d) Istri yang meminta khulu’ dan ia belum dicampuri oleh suaminya.[footnoteRef:28] [28:  Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Bulughu al-Maram min Adillati al-Ahkam,,,. 48] 

Konsep ‘Urf
Pengertian ‘Urf
Secara sederhana ‘urf dapat diungkapkan sebagai tradisi atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, adalah salah satu di antara dalil-dalil syara’, demikianlah pendapat para pakar hukum Islam. Ia digunakan untuk menentukan standar-standar baku dalam disiplin ilmu fiqh, dalam permasalahan yang tidak terdapat ketentuannya secara khusus dari nash. Kebanyakan ‘urf  digunakan dalam tata aturan partikular (cabangan) syari’at, terutama permasalahan-permasalahan sumpah, nadzar, dan talak.
‘Urf didefinisikan sebagai hal-hal yang dibiasakan manusia dan berlaku secara kontinyu, dari setiap perbuatan yang lazim di antara mereka. Atau ia adalah ungkapan yang dikenal dalam suatu komunitas sebagai suatu pengertian khusus di luar makna harfiahnya, dan secara selintas orang akan memahami makna tersebut. Definisi ini mencakup ‘urf ‘amali (praktik) dan ‘urf qauli (perkataan).[footnoteRef:29] [29:  Wahbah al-Zuhayli, Ushu al-Fiqh al-Islam (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 828] 

Secara etimologi, ‘urf adalah setiap hal yang telah dikenali dan dianggap pantas oleh manusia, dari hal-hal yang bernilai baik, kata ini merupakan antonim (lawan kata) dari al-nukr (asing, tidak dikenal). Dalam terminologi fiqh, ‘urf didefinisikan sebagai sesuatu yang dikukuhkan manusia dengan landasan rasio, dan oleh watak dapat diterima keberadaannya.
Sedangkan ‘adat berasal dari akar kata al-‘aud atau al-mu’awadah dengan makna pengulang-ulangan. Secara harfiah ia bermakna hal-hal yang terjadi berulang-ulang tanpa ada keterkaitan dengan logika rasional.[footnoteRef:30] Sebagian pakar mengartikannya dengan berulang-ulangnya sesuatu, atau berulang-ulangnya sesuatu setelah beberapa kali terjadi, dengan tingginya intensitas pengulangan sehingga menghilangkan kesan bahwa hal tersebut terjadi secara kebetulan. Dalam istilah fiqh ‘adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikukuhkan manusia, dari hal-hal yang berulang terjadi, dan secara normal dapat diterima watak. Atau ia adalah sesuatu yang secara kontinyu dibiasakan oleh manusia dengan berlandaskan pengukuhan rasio dan diulangi berkali-kali [30:  Wahbah al-Zuhayli, Ushu al-Fiqh al-Islam,,,. 173] 

Dari beberapa pengertian di atas, ‘urf  dan ‘adat dipandang sebagai dua hal yang identik. Ibnu ‘Abidin berpendapat: “Dalam sisi-sisi tertentu, ‘adat dan ‘urf memiliki pengetian yang sama, kendati dari sisi pemahaman keduanya memiliki perbedaan.” Sebagian ulama membedakan pengertian keduanya, bahwa adat adalah ‘urf ‘amali, sedangkan yang dimaksud dengan ‘urf sendiri adalah ‘urf qauli. Namun, pendapat yang lebih bisa dipertanggungjawabkan adalah bahwa adat memiliki pengertian lebih umum daripada ‘urf. Karena dengan pengertian adat secara harfiah, yakni sesuatu yang berulang-ulang, ia dapat dilakukan oleh perseorangan atau secara kolektif. Sedangakan ‘urf hanya dapat terbentuk bila semua orang atau sebagian besarnya berulang-ulang di dalam mengerjakan suatu persoalan. Karenanya, bila seseorang berulang-ulang melakukan sesuatu, maka kebiasaan ini tidak bisa disebut ‘urf.[footnoteRef:31] [31: Forum Karya Ilmiah (FKI) Purna Siswa 2004, Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam  (Kediri: Purna Siswa Aliyah, 2004), 216] 

Pembagian ‘urf
Ditinjau dari berbagai sisi, terdapat berbagai model pembagian ‘urf. Ditilik dari bentuknya, terdapat ‘urf ‘amali (praktik) dan ‘urf qauli (perkataan). Berdasarkan objek cakupannya, terdapat ‘urf ‘amm (umum) dan ‘urf khas (khusus). Dari segi legalitasnya di hadapan syara’, terdapat ‘urf shahih (legal) dan ‘urf fasid (ilegal). Dan dari sudut pandang kontinuitas keberlangsungannya, terdapat ‘urf tsabit (statis) dan ‘urf mutabaddil (dinamis).
1. ‘urf qauli dan ‘urf ‘amali
a) ‘Urf qauli adalah suatu ungkapan yang digunakan oleh suatu komunitas untuk mengungkapkan makna tertentu, sehingga ketika ungkapan itu terlontar, semua orang yang diajak bicara memahami terhadap makna yang dimaksud. ‘urf qauli akan terbentuk akibat adanya penyempitan makna suatu lafad dari makna asalnya. Seperti kata al-dabbah dalam Bahasa Arab untuk mengungkapkan makna hewan yang berkaki empat, padahal makna asalnya adalah setiap sesuatu yang merangkak.
b) Sedangkan ‘urf ‘amali adalah setiap tindakan yang biasa dilakukan oleh segolongan manusia dan telah lazim dikenal di antara mereka dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Sebagaimana kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli secara mu’athah (serah terima barang dan alat tukar tanpa mengucapkan akad), atau akad kontrak (istshna’).[footnoteRef:32] [32:  Forum Karya Ilmiah (FKI) Purna Siswa 2004, Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam,,,. 829] 


2. ‘Urf ‘amm dan ‘urf khas
a) ‘Urf ‘amm adalah tradisi yang telah dikenal umum oleh semua kalangan di dalam komunitas itu. Sebagaimana orang yang bersumpah tidak akan menjejakkan kakinya di rumah seseorang. Dalam ‘urf ‘amm, menjejakkan kaki bermakna masuk dengan berjalan kaki atau berkendara.
b) ‘Urf khas adalah kebiasaan yang tidak dikenal oleh semua kalangan, namun hanya sekelompok tertentu saja. Sebagaimana ungkapan-ungkapan yang biasa terlontar dari kebiasaan syara’, istilah-istilah dari kelompok tertentu, seperti istilah rafa’ dalam kebiasaan penyebutan pakar ilmu nahwu.
3. ‘Urf fasid dan ‘urf shahih
a) ‘Urf shahih adalah hal-hal yang telah lazim dikenal dan tidak bertentangan dengan nash syari’at, tidak mengandung pengabaian terhadap kemaslahatan, serta tidak berimplikasi kepada mafsadat (kerusakan). Seperti kebiasaan memberikan hadiah kepada khatib jum’at, atau tidak diperhitungkannya hadiah yang diberikan sebelum akad nikah sebagai maskawin.
b) ‘Urf fasid adalah tradisi yang bertentangan dengan sebagian garis ketentuan syara’ atau kaidah-kaidahnya. Sebagaimana melakukan transaksi yang bermuatan riba.[footnoteRef:33] [33:  Forum Karya Ilmiah (FKI) Purna Siswa 2004, Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam,,,. 218] 

4. ‘Urf tsabit dan ‘urf mutabaddil
a) ‘Urf  tsabit adalah tradisi yang statis, tidak berubah karena pergantian ruang dan waktu, perbedaan pada tiap-tiap individu, atau karena berubahnya kondisi. Hal ini karena adanya karakter dasar setiap manusia, seperti keinginan dan kebutuhannya akan makanan dan minuman, suasana susah dan gembira dan lain sebagainya. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah tradisi syara’ yang berupa pembebanan (taklif), perintah dan larangan.
b) ‘Urf mutabaddil ialah tradisi yang dinamis, dapat berubah karena perbedaan ruang dan waktu, dan perubahan kondisi. Seperti tanpa berpenutup kepala bagi orang-orang terhormat. Di negeri-negeri Timur, hal ini dianggap buruk dan akan mengurangi kehormatannya. Namun di negeri-negeri Barat, hal ini lumrah terjadi dan bukanlah hal yang buruk.[footnoteRef:34] [34:  Forum Karya Ilmiah (FKI) Purna Siswa 2004, Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam,,,. 218-219] 


Argumentasi (Kehujjahan) ‘Urf
Syari’at Islam datang untuk mengatur tatanan sosial kemasyarakatan dan berorientasi terhadap pencapaian kebahagian manusia dengan mengupayakan kemaslahatan dan menghindarkan mudharat (kerugian). Namun, nash-nash syar’i secara keseluruhan tidak secara rinci memberikan solusi bagi beragam problematika umat. Di sisi lain, dalam kaitan dengan kemaslahatannya, manusia seringkali mentradisikan suatu tindakan yang dianggap baik, dan merupakan kebutuhan kesehariannya. Syari’at Islam menilai bahwa beberapa bentuk tradisi tersebut perlu dikukuhkan dan diakui keberadaannya, karena kaitan langsungnya dengan kemaslahatan umat.
Karenanya, Islam datang tidak serta merta melakukan dekonstruksi tatanan masyarakat Jahiliyah yang dianggap telah rusak. Beberapa tradisi Bangsa Arab sebagai sasaran awal penyebaran Islam masih diakui dan dikukuhkan keberadaannya. Seperti bentuk transaksi salam (akad pesanan), praktik qishash dalam kasus pembunuhan berencana, kewajiban diyat (ganti rugi) dari pembunuhan tanpa faktor kesengajaan, konsep qasamah dan lain sebagainya.[footnoteRef:35] Dari contoh-contoh tersebut, secara umum dapat dipahami bahwa Islam mengakui keberadaan tradisi (baca: ‘urf) sebagai salah satu metode pensyari’atan. Hanya saja pengakuan ini bukan semata-mata karena ia adalah tradisi yang berlaku di masyarakat. Namun pengakuan ini lebih karena terdapat sisi kemaslahatan yang menjadi kebutuhan manusia. [35:  Forum Karya Ilmiah (FKI) Purna Siswa 2004, Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam,,,. 219] 

Sebagian fuqoha’ (pakar fikih) menyepakati bahwa ‘urf merupakan salah satu dalil dalam pensyari’atan. Mayoritas fuqoha’ mengambil kesimpulan ini berdasarkan dua landasan argumentasi:
Pertama, firman Allah:
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ
Artinya: “Jadilah engkau seorang pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma’ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” (QS: al-A’raf, 199)[footnoteRef:36] [36:  Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, 255] 


Kedua, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, ia berkata:
مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ 
Artinya “Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula dalam pandangan Allah.” (HR. abu Dawud)[footnoteRef:37] [37:  Malik bin Anas, al-Muwattha’, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 80] 

Penerapan ‘Urf dalam hukum-hukum syari’at
Penerapan ‘urf didasari dengan suatu kondisi bahwa tatkala secara global syara’ menggariskan suatu tuntunan, sementara tidak ditemukan batasan bakunya secara syara’ maupun secara etimologis, maka penentuan standar bakunya ada pada ‘urf. Para ulama menyepakati bahwa bentuk ‘urf yang diterima penerapannya adalah ‘urf shahih dengan cakupan umum yang telah berlaku sejak masa sahabat sampai generasi setelahnya, yang tidak bertentangan dengan nash syar’i serta tanpa mengabaikan kaidah-kaidah dasar universal.
Secara terperinci, dalam penerapannya, terdapat beberapa kriteria. Pertama, berlakunya ‘urf harus secara muththarid dan ghalib. Muththarid maksudnya adalah bahwa dalam jangkauan tertentu, ‘urf berlaku secara stabil dan berkesinambungan, sehingga tidak berubah-ubah dalam penerapannya pada pelbagai kasus. Sedangkan maksud dari ghalib adalah bahwa ‘urf  banyak diberlakukan, kecuali beberapa kasus yang menyalahinya. Karenanya, bila dalam suatu daerah berlaku dua mata uang dengan nilai tukar kurs yang berbeda dan intensitas penggunaannya yang berbeda pula, maka praktik jual beli dengan kemutlakan alat tukar akan diarahkan pada penggunaan mata uang yang lebih banyak berlaku.
Kedua, ‘urf tersebut adalah ‘urf ‘amm. Dalam kriteria ini terjadi silang pendapat. Mayoritas ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah berpandangan bahwa yang dapat dijadikan pijakan penentuan hukum hanyalah ‘urf ‘amm, bukan ‘urf khas. 
Ketiga, penerapan ‘urf tidak bertentangan dengan nash-nash syar’i. maksudnya bahawa tradisi yang biasa dilakukan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara’ yang secara tekstual terdapat nash-nashnya. Sehingga tradisi yang bertentangan dengan nash seperti mengkonsumsi khamr ketika perayaan tertentu, praktik bisnis bermuatan riba dan lain sebagainya, tidaklah diperhitungkan.
Keempat, ‘urf telah telah terbentuk saat tindakan hukum dilakukan. Yakni bahwa sebelum atau bersamaan dengan tindakan tersebut dilakukan, ‘urf telah berlaku. Hal ini bertujuan agar tindakan seseorang – berupa perbuatan atau ucapan – dapat diarahkan pada ‘urf yang telah berlaku, sehingga dengan demikian ‘urf pun harus telah terbentuk.[footnoteRef:38] [38:  Malik bin Anas, al-Muwattha,,. 221-223] 

Tunangan dan Nikah Sirri di Desa Curah Kalak Jangkar Situbondo
A. Pandangan Fiqh terhadap Praktik Tunangan dan Nikah Sirri di Desa Curah Kalak Jangkar Situbondo
Manusia adalah kreasi terbaik Tuhan. Ia dikaruniai akal pikiran yang tidak dipunyai makhluk yang lain. Ia pun dikaruniai kebebasan berkehendak di dalam melakukan aktivitasnya, walaupun kebebasan di sini tidak bersifat mutlak, penuh dengan rambu-rambu yang harus dipedomani. 
Dalam konteks hukum Islam hujjatu al-Islam Imam al-Ghazali berpandangan bahwa setiap gerak-gerik mukallaf (insan yang terkena beban hukum) selalu terkait dengan hukum syara’, semenjak ia bangun dari tidur sampai ia akan tertidur lagi. Ia mengikat segala tindak-tanduk mukallaf selama tindakannya itu dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
Secara teoritik hukum syara’ adalah ketentuan hukum Allah untuk memberi penilaian pada perbuatan manusia yang terkena beban hukum (taklif), seperti wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah.
Untuk sampai pada ketentuan di atas, menurut ulama ushul fiqh bisa ditempuh dengan melalui dua pendekatan. Pertama, thariqah istidlaliyah (deduction method) yaitu cara dan proses penentuan hukum dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Memahami ayat-ayat dan hadis-hadis ahkam yang terkait dengan perbuatan manusia yang ingin diketahui kepastian hukumnya.
2. Menggunakan teori pemahaman ayat al-Qur’an atau hadis nabi melalui qiyas, ijma’ ‘urf, istihsan, istishhab, dan lali-lain.
3. Dan juga ketentuan-ketentuan lainnya,
Kedua, thariqah istiqraiyah (induction method) yaitu cara penetapan hukum dengan menganilisis suatu peristiwa agar dapat diketahui spesifikasinya. Untuk mencapai kepastian hukum melalui pendekatan ini bisa ditempuh dengan langkah-langkah berikut:
1. Meneliti lebih awal spesifikasi perbuatan, kebiasaan personal atau kelompok bahkan kebiasaan masyarakat yang mungkin sudah begitu menggurita.
2. Mendialogkan perbuatan personal atau kebiasaan masyarakat itu dengan pemahaman terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis ahkam.
3. Memanfaatkan qawaid ushuliyah dan qawaid fiqhiyah yang relevan.
4. Klasifikasi antara teknis ketentuan hukum dengan tujuan hukumnya (maqashid syari’ah).
5. Dan ketentuan lainnya.
Dalam rangka mendapatkan kepastian hukum dalam penelitian ini setidak-tidaknya dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, menggunakan kaidah fiqhiyah الآصل فى المعاملات الاباحة (dalam ranah muamalat itu hukum asalnya adalah boleh). Kepastian hukum yang bisa ditarik melalui pendekatan ini terkait dengan praktik pernikahan sirri yang dikemas dengan pertunangan adalah boleh (mubah). Ia tidak dan belum secara tegas mendapat payung hukum dalam Islam, apakah di dalam al-Qur’an sebagai sumber pertama hukum Islam ataupun Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Lebih jauh karena ia masuk dalam ranah muamalat, yang melibatkan tindakan antar sesama hamba, ia merupakan lahan ijtihad yang tak akan pernah mengenal kata akhir.
Lebih lanjut, kebolehan terhadap praktik tersebut juga mengandung cita kemaslahatan yang menjadi ciri hukum Islam itu sendiri, yaitu memelihara kemaslahatan dan menolak kerusakan (جلب المصالح ودرء المفاسد). Dalam konteks ini yang perlu mendapat perhatian serius adalah kemungkinan terjerumusnya para pelaku pertunangan ke dalam praktik-praktik yang dilarang selama pertunangannya belum dibungkus dengan nikah sirri. Karena secara naluriah, pasti ada hal-hal yang mungkin secara tiba-tiba “ingin dilakukan” yang secara sadar atau tidak telah melanggar norma-norma agama ketika dua insan yang berlainan jenis sedang berinteraksi. Seperti jalan bareng ketika hari raya besar Islam, dan lain sebagainya.
Seperti yang sudah menjadi maklum, bahwa perundang-undangan dalam Islam haruslah tidak hampa dari tujuan perundang-undangan itu sendiri, atau yang lebih dikenal dengan maqaashid al-syari’ah (المقاصد الشريعة). Dalam hal ini demi menjaga kemaslahatan yang disimbolisasikan dalam lima prisnsip, menjaga agama (حفظ الدين), harta (حفظ المال), keturunan (حفظ النسل), jiwa (حفظ النفس), dan akal (حفظ العقل). Produk hukum yang kosong dari tujuan tersebut ibarat kendaraan yang keluar dari jalur yang semestinya dilalui, berdampak negatif kepada si pengendara dan juga kepada orang lain.
Kedua,dengan menggunakan dalil ‘Urf (العرف) sebagai pijakan hukum. Melalui pendekatan ini praktik pernikahan sirri yang dikemas dengan pertunangan itu termasuk ‘urf shahih, kebiasaan setempat yang sudah dikenal luas, dan ia tidak berseberangan dengan dalil syar’iy, pun ia tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau sebaliknya. Kepastian hukum melalui pendekatan ini pun jawabannya adalah boleh (mubah).
Kalau merujuk kepada produk-produk hukum mujtahid masa lampau kita akan menjumpai begitu banyak produk-produk hukum yang mereka bangun di atas kebiasaan (‘urf) yang bertebaran di sekelilingnya. Tidak sedikit produk hukum Imam Malik dibangun di atas kebiasaan penduduk Madinah ketika itu. Adanya qaul qadim dan jadidnya Imam Syafi’i sebagai pendiri Madzhab Syafi’iyah merupakan bukti kuat betapa berpengaruhnya kebiasaan suatu daerah terhadap hukum yang akan dihasilkan.
Sejarah dari praktik pertunangan disertai dengan kebiasaan yang mengitarinya tidak dapat dilacak secara pasti, kapan ia muncul dan berkembang. Namun yang pasti ia sudah begitu menggurita, ia sudah mengakar kuat dan berusaha menghapus dari permukaan merupakan upaya yang sia-sia. Karenanya, pengkompromian praktik ini dengan nikah sirri merupakan solusi terbaik guna menjauhkan pelakunya dari praktik-praktik yang secara tegas dilarang agama. Melalui pijakan ‘urf sebagai dalil hukum dari segala praktik yang bernuansa kebiasaan suatu masyarakat adalah upaya untuk mendapatkan payung hukum yang mengusung kemaslahatan bersama. 
B. Konsekuensi Tunangan dan Nikah Sirri di Desa Curah Kalak Jangkar Situbondo
Secara sepintas tidak ada hal yang istimewa ketika praktik pertunangan “menyatu” dengan pernikahan sirri. Praktik ini layaknya seperti pertunangan pada umumnya. Hingga apapun yang terjadi, segala kode etik yang tertera dalam aturan pertunangan itulah yang menjadi rujukannya. Tanpa disadari asumsi ini muncul karena pernikahan sirri tersebut dilakuan “setengah hati”, hanya untuk menggenggam label halal ketika terkait dengan kebiasaan yang harus dijalani yang secara nyata bertabrakan dengan ketentuan agama yang sudah baku.
Namun demikian, ketika ditelusuri labih jauh dengan merujuk kepada ketentuan yang ada dalam hukum Islam, praktik tersebut sudah menjelma menjadi ikatan pernikahan yang legal. Sehingga hubungan pertunangan itu beralih fungsi menjadi hubungan pernikahan an sich. 
Karenanya, semua ketentuan pernikahan mutlak harus dijalani tanpa menoleh kepada ketentuan lainnya. Seperti keharusan mengucapkan kata talak apabila si suami mengehendaki hubungan itu harus terputus di tengah jalan, pun kewajiban membayar mahar secara penuh apabila si suami sudah merasakan “madu” dari si istri ketika mahar yang tertera di dalam akad belum juga dilunasi. Atau pembayarannya beralih kepada mahar mitsil. Juga kewajiban memberi nafkah ketika si istri memintanya.
Pun suami berhak untuk kembali (rujuk) kepada istrinya selama ia hanya menjatuhkan talak raj’iy (talak satu dan dua) dan istri masih menjalani masa iddah. Berbeda dengan ketika suami menjatuhkan talak bain (talak tiga), maka kesempatan untuk rujuk sudah tertutup sampai istri kawin lagi dengan lelaki lain dan sudah ditalak dengan talak bain pula.
Akibat yang tampak dari adanya pemahaman yang keliru itu adalah ketika hubungan tersebut mengalami kendala dan harus berakhir dengan perpisahan, hal ini cukup dilakukan dengan uapacara adat yang berlaku tanpa menoleh kepada aturan-aturan pernikahan yang harus dijalani. Mungkin hal itu diasumsikan sudah memenuhi syarat walaupun pada kenyataannya tidaklah demikian. Atau mungkin dengan melakukan upacara adat itu diasumsikan berposisi sama dengan talak kinayah (sindiran) yang bisa menjadi pengganti dari talak sharih (terang-terangan). Hal ini pun tidak pada tempatnya, ia belum memenuhi syarat untuk dikategorikan kepada talak jenis ini.
Dan yang perlu mendapat perhatian serius pula adalah ketika hubungan itu terputus di tengah jalan, kewajiban nafkah istri tetap berada di tangan mantan suami itu sampai masa iddahnya berakhir. Apalagi istri tersebut sedang mengalami kehamilan, kewajiban nafkah itu berakhir sampai si anak lahir ke dunia ini. Selanjutnya, nafkah anak tersebut tetap ditanggung suami sampai ia tumbuh dewasa, hingga ia bisa menghidupi dirinya sendiri. Dan yang pasti nasab dari anak tersebut bertalian erat dengan bapak yang telah menceraikan ibunya itu. Hingga nantinya anak tersebut berhak untuk mendapatkan harta warisan ketika bapaknya sudah meninggalkan dunia.
Pada dasarnya kewajiban nafkah kepada istri itu tidak berlaku umum, ada hal-hal lain yang bisa menggugurkan adanya kewajiban ini. Seperti adanya sikap nusyuz (menentang) yang ditunjukkan istri sebelum dicerai atau di tengah masa iddahnya, maka kewajiban nafkah tersebut gugur, suami yang telah menjatuhkan talak itu tidak berkewajiban lagi untuk sekedar menafkahi mantan istrinya itu.
Kewajiban yang harus dijalani istri juga berbanding lurus dengan yang dialami oleh suami ketika hubungan itu terputus di tengah jalan. Ia harus menjalani masa iddah dengan segala jenis dan konsekuensinya, tergantung jenis talak yang ia terima dan keadaan suami ketika menjatuhkan talak. Seperti larangan menerima pinangan secara jelas dari lelaki lain ketika ia menjalani masa iddah raj’iy dan bain. Ia pun berkewajiban menjalani masa ihdad (berkabung) ketika  pasangannya meninggal dunia yang ditandai dengan pelarangan keluar rumah selama tidak ada kebutuhan untuk itu, pun ia tidak boleh berhias secara berlebihan demi menjaga perasaan keluarga mantan pasangannya itu.
Kesimpulan
Kesimpulan dari “Pertautan pertunangan dengan nikah sirri (Studi Kasus terhadap Pernikahan Sirri yang Dikemas dengan Pertunangan di Desa Curah Kalak Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo)” adalah sebagai berikut.
A. Pandangan Fiqh terhadap Praktik Tunangan dan Nikah Sirri  di Desa Curah Kalak Jangkar Situbondo 
Pandangan Fiqh terhadap Praktik Tunangan dan nikah sirri di Desa Curah Kalak Jangkar Situbondo adalah boleh. Hukum ini dipilih demi menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan yang disepakati sebagai inti ajaran Ilahi. Sebagai catatan, kemaslahatan di sini masih bersifat sementara. Dalam arti, pengkonversian nikah sirri ke dalam pertunangan pada saat ini merupakan solusi terbaik guna menjauhkan para pelaku pertunangan dari kerusakan. Sebagaimana telah menjadi maklum, pernikahan sirri itu sendiri masih belum mendapatkan payung hukum dalam bingkai Negara Indonesia. Karenanya, jika di kemudian hari bermunculan solusi yang lebih baik, maka pengabaian terhadap pengkompromian pertunangan dengan nikah sirri bisa saja dilakukan.
B. Konsekuensi Tunangan dan Nikah Sirri di Desa Curah Kalak Jangkar Situbondo 
Konsekuensi Tunangan dan Nikah Sirri di Desa Curah Kalak Jangkar Situbondo adalah berbanding lurus dengan konsekuensi pernikahan pada umumnya. Karena pada hakikatnya hubungan pertunangan tersebut telah melebur menjadi hubungan pernikahan an sich. Karenanya, segala aturan pernikahan mutlak harus dijalani, pun ketika hubungan tersebut menemui kendala di tengah jalan maka aturan pernikahan itulah yang harus dipedomani, bukan dengan merujuk kepada kode etik pertunangan yang beredar luas di komunitas tertentu.
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